
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili  perkara pada

tingkat  pertama,  dalam  persidangan  hakim  tunggal  telah  menjatuhkan

penetapan  sebagaimana  tersebut  di  bawah  ini,  dalam  perkara  Dispensasi

Kawin yang diajukan oleh :

RUSNI BIN SARBINI,  lahir di  Serang, 11 Mei 1969,  umur 54 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas,

tempat tinggal di  Link. Kedawung RT. 015 RW 005 Kelurahan

Tegal  Bunder,  Kecamatan  Purwakarta,  Kota  Cilegon,  Provinsi

Banten, sebagai Pemohon I;

dan 

MURNIATI BINTI SUGIRI, lahir di Kebumen, 17 Agustus 1978, umur 45 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SLTP,  pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kedawung RT. 015 RW

005  Kelurahan  Tegal  Bunder, Kecamatan Purwakarta, Kota

Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya  keduanya  secara  bersama-sama  disebut  sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah  mendengar  keterangan Para  Pemohon,  anak Para  Pemohon,  calon

suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17

Mei  2023  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cilegon

dengan register perkara Nomor  50/Pdt.P/2023/PA.Clg,  tanggal  19 Mei  2023,
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telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon

dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Para  Pemohon  hendak  menikahkan  anak  kandung  Para

Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXX

Tempat, Tanggal Lahir : Cilegon, 14 Desember 2004

Umur : 18 tahun 6 Bulan

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja

Tempat Kediaman di : Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

dengan calon Suaminya:

Nama : Ridwan Abdul Pahmi bin Muhyidin

Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10 Januari 1995

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Kediaman di : Kp. Cilingga RT. 003 RW 017 Kelurahan/Desa

Linggajaya, Kecamatan  Mangkubumi, Kota

Tasikmalaya, Provinsi Banten.  

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Purwakarta,  Kota

Cilegon, Provinsi Banten dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

belum  mencapai  umur  19  tahun,  namun  pernikahan  tersebut  sangat

mendesak untuk tetap dilangsungkan karena dari pihak perempuan sudah

mengandung 4 bulan;
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3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak

Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon telah mengandung/hamil

selama  6  (enam)  bulan  dan  untuk  mengantisipasi  kesulitan-kesulitan

administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera

dinikahkan; 

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan anak Para Pemohon,

Para  Pemohon  telah  mengurus  administrasi  dan  pendaftaran  rencana

pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi  terkait,  akan tetapi

pihak  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Purwakarta,  Kota  Cilegon,

Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan

keduanya  dengan  alasan  anak  Para  Pemohon  belum mencapai  batas

minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru

berumur 18 tahun 6 bulan, sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan

syarat/penolakan  perkawinan  atau  rujuk  dengan  nomor:  B-

363/Kua.28.06.07/PW.01/05/2023  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor

Urusan  Agama Kecamatan  Purwakarta,  Kota  Cilegon,  Provinsi  Banten

tertanggal 09 Mei 2023;

5. Bahwa  antara  anak  Para  Pemohon  tersebut  tidak  mempunyai

hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan

pernikahan;

6. Bahwa  anak  Para  Pemohon  berstatus  Perawan/belum  pernah

menikah,  telah  akil  baligh  dan  sudah  siap  untuk  menjadi  seorang  istri

dan/atau  ibu  rumah  tangga.  Begitu  pula  calon  suaminya  berstatus

Jejaka/belum  pernah  menikah,  dan  telah  akil  baligh  serta  sudah  siap

untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami  anak

Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

pihak  ketiga  lainnya  yang  keberatan  atas  berlangsungnya  pernikahan

tersebut; 

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan;
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Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  Para  Pemohon  mohon  kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Cilegon  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama 

XXXXXXuntuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Ridwan 

Abdul  Pahmi bin Muhyidin:

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

(Ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  yang  telah  ditetapkan  untuk  memeriksa

perkara  ini,  Para  Pemohon,  anak  Para  Pemohon,  dan  calon  suami  hadir

menghadap di persidangan; 

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para

Pemohon,  calon suami  tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya

kesiapan  organ  reproduksi,  psikologis,  psikis,  sosial,  budaya,  ekonomi  dan

potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak

tersebut  disarankan  menunda  rencana  pernikahan  tersebut  hingga  anak

tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana

ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para

pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon

dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi  keterangan di

persidangan sebagai berikut:

 Bahwa  Para  Pemohon  akan  menikahkan  anak  mereka  yang

bernama  XXXXXXdengan calon suaminya bernama Ridwan Abdul Pahmi

bin Muhyidin;
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 Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas)

tahun  6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 28 (dua puluh

delapan) tahun ;

 Bahwa  Para  Pemohon  sudah  berusaha  keras  menasihati  dan

memberikan  pandangan  kepada  anak  Para  Pemohon  supaya  menunda

rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun

anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon

suaminya;

 Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah

dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

 Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan

sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran bahkan

anak Para Pemohon telah hamil empat bulan hasil hubungan dengan calon

suaminya tersebut; 

 Bahwa  calon  suami  anak  Para  Pemohon  telah  dewasa,  siap

mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah

bekerja sebagai karyawan swasta;

 Bahwa  Para  Pemohon  dan  keluarga  calon  suami  anak  Para

Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

 Bahwa  bila  keduanya  tidak  segera  menikah  dikhawatirkan  akan

menjadi aib keluarga;

 Bahwa antara  anak Para  Pemohon dengan calon  suaminya tidak

ada  hubungan  mahram,  keluarga  dan  atau  sesusuan  serta  tidak  ada

larangan  untuk  kawin  kecuali  terkait  umurnya yang belum mencapai  19

tahun;

 Bahwa  Para  Pemohon  siap  untuk  membimbing  dan  membantu

kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial

dan kesehatan mereka; 

Bahwa  Hakim  juga  telah  mendengar  keterangan  anak  Para  Pemohon

bernama XXXXXXdengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

 Bahwa ia lahir pada tanggal 14 Desember 2004, statusnya perawan,

tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
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 Bahwa  ia  dengan  calon  suaminya  tidak  ada  hubungan  mahram,

keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali

terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

 Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

 Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya

karena hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah

begitu akrab dan sangat erat, dan bahkan ia telah hamil 4 bulan;

 Bahwa  calon  suaminya  telah  dewasa,  siap  mendidik  dan

bertanggungjawab terhadap  dirinya  dan telah  bekerja  sebagai  karyawan

swasta; 

 Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah

sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

 Bahwa bila  dirinya  dengan calon  suaminya tidak  segera  menikah

dikhawatirkan menjadi aib keluarga;

 Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas

dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur

transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa  Hakim  telah  mendengar  keterangan  calon  suami  anak  Para

Pemohon bernama Ridwan Abdul Pahmi bin Muhyidin di persidangan sebagai

berikut:

 Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Januari 1995, statusnya jejaka, tidak

terikat perkawinan dengan siapapun;

 Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram,

keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali

umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

 Bahwa  ia  tetap  bersikukuh  hendak  menikah  dengan  anak  Para

Pemohon karena antara dirinya dengan anak para Pemohon sudah begitu

akrab dan sangat erat dan anak para Pemohon sudah hamil 4 bulan;

 Bahwa  ia  telah  dewasa,  siap  mendidik  dan  bertanggungjawab

terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai karyawan swasta; 

 Bahwa orang  tuanya  dan  Para  Pemohon selaku  orang  tua  calon

mempelai  perempuan  juga  sudah  sepakat  setuju  untuk  menikahkan

mereka;
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 Bahwa  bila  dirinya  dengan  anak  Para  Pemohon  tidak  segera

menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;

 Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka

sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional

dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa  sampai  pada  sidang  ketiga,  Para  Pemohon  menyatakan  tidak

sanggup untuk menghadirkan orang tua  calon suami anak Para Pemohon di

persidangan;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  Hakim

menunjuk  kepada  hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  berita  acara

persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Para  Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Para  Pemohon  adalah  tentang

dispensasi  kawin,  maka berdasarkan ketentuan pasal  49 ayat  (2)  angka (3)

Penjelasan Umum Undang-undang nomor  7 tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  diubah

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hakim berpendapat  Pengadilan  Agama Kudus  memiliki  kewenangan  secara

absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang,  Bahwa  Hakim  telah  memberi  nasihat  kepada  Para

Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami, tentang resiko perkawinan

yang  akan  dilakukan  dan  dampaknya  terhadap  anak  dalam  masalah

pendidikan,  kesehatan  diantaranya  kesiapan  organ  reproduksi,  psikologis,

psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam

rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan

tersebut  hingga anak tersebut  sudah mencapai  umur minimal  diperbolehkan

menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19

tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah

memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
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Menimbang,  bahwa  Para  Pemohon  telah  menghadirkan  anak  Para

Pemohon,  dan  calon suaminya dan Hakim telah mendengar keterangan Para

Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga Para Pemohon menyatakan tidak

sanggup  menghadirkan  orang  tua calon  suami anak  Para  Pemohon  di

persidangan; 

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  10  Ayat  (1)  Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan sebagai berikut: 

Pada sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan: 

a.

Anak yang dimintakan dispensasi kawin;

b.

Calon suami/isteri;

c.

Orang tua calon suami/isteri; 

Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  10  Ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah

Agung  RI  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan

Dispensasi Kawin menyatakan: dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan

pihak-pihak sebagaimana pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan

dispensasi kawin tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai

Pemohon  tidak  bersungguh-sungguh  dalam  berperkara,  dan  dalam  perkara

aquo para  Pemohon tidak  menghadirkan orang tua  calon  suami  anak Para

Pemohon hingga sidang ketiga di  persidangan, oleh karenanya permohonan

para Pemohon tidak dapat diterima (N.O.); 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Undang-undang No.  50  tahun 2009,  maka semua biaya yang timbul  dalam

perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;
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Memperhatikan  segala  peraturan  perundang-undangan  serta  hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon, tidak dapat diterima;

2. Membebankan  kepada  Para  Pemohon  untuk  membayar  biaya

perkara  ini  sejumlah Rp545.000,00  (lima ratus  empat  puluh  lima  ribu

rupiah). 

Demikian  ditetapkan  pada  hari  Senin  tanggal  12  Juni  2023  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Rodiyah,

S.H.,  M.H.  sebagai  Hakim  Tunggal,  penetapan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga, oleh Hakim tersebut dengan

dibantu oleh  Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para

Pemohon;

Hakim Tunggal

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Futihat

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  75.000,00

3. Panggilan : Rp. 400.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Meterai : Rp.          10.000,00  

Jumlah Rp. 545.000,00 
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             (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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